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BEBERAPA waktu lalu, muncul

berita tentang banyaknya pengajuan

dispensasi nikah untuk anak usia dini.

80%  dari pengajuan diduga menja-

lankan pernikahan dalam keadalan

hamil terlebih dahulu. Karenanya beri-

ta tentang nikah hamil semakin hangat

diperbincangkan, terutama pada usia

remaja. 

Berdasarkan data KUA Wilayah

Kemenag DIY pada 2022 terdapat 556

orang yang melakukan pernikahan de-

ngan dispensasi. Lebih jelas di an-

taranya Kabupaten Sleman memiliki

jumlah paling banyak yaitu 190 orang,

Gunungkidul 141 orang, kemudian

Bantul 137 orang, Kulonprogo ada 64

orang, dan Kota Yogya  42 orang. 

Di Sleman yang mayoritas sebabnya

adalah nikah hamil. Dari penelitian

yang penulis lakukan salah satu KUA

Sleman, persentase terjadinya nikah

hamil sebesar 10%,  dalam kurun tahun

2017-2019 setiap tahunnya mengalami

kenaikan. Sebab itulah fenomena nikah

hamil perlu menjadi perhatian sekali-

gus masukan terhadap generasi muda

kedepan.

Perzinaan

Adanya nikah dalam kondisi hamil

itu dalam fikih bersebab salah satu atau

kedua orang ini telah melakukan perzi-

nahan sebelum pernikahan. Maka da-

pat dikatakan hukum menikahi wanita

hamil dapat dikatakan senada dengan

hukum menikahi ‘pezina’. Menurut

Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat

bahwa laki-laki yang berzina dengan

perempuan maka boleh saja dinikahkan

dengan perkawinan yang sah. Berbeda

dengan Mazhab Maliki, Hanbali dan

Mazhab azh-Zhahiriyah   yang berpen-

dapat apabila seorang laki-laki yang

berzina dengan seorang perempuan,

maka baginya tidak sah untuk meni-

kahinya atau mengawininya sampai ia

bertaubat dan menunggu bersih dari

‘air mani yang rusak’ (air mani pezina). 

Dari paparan di atas penulis dapat

simpulakan bahwah hukum nikah

hamil itu ada dua yaitu sah dan tidak

sah atau boleh namun bersyarat. Ber-

syarat artinya boleh dinikahkan

asalkan terlebih dahulu terpenuhi

taubat dan istibra’ (istibra: bersihnya

rahim/lahirnya bayi). 

Dalam hukum positif di Indonesia

yang mengatur tentang pernikahan

yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, didalamnya tidak diatur

secara khusus tentang diperbolehkan-

nya nikah hamil. Namun, dalam

Kompilasi Hukum Islam yang mengikat

umat muslim di Indonesia, diatur ten-

tang diperbolehkannya nikah hamil.

Hal itu tertera pada Pasal 53 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi

“seorang wanita hamil di luar

nikah, dapat dikawinkan de-

ngan pria yang menghamilinya”.

Maka, nikah hamil di Indonesia

dapat dikatakan legal dan bisa

dilaksanakan secara sah jika

merujuk pada Pasal 53 Kom-

pilasi Hukum Islam.

Menjadi pertanyaan, mengapa

kini terbiasa mendengar atau

melihat  nikah hamil dan seks

yang melatarbelakangi juga di-

anggap biasa? 

Moral

Adalah moral yang sudah ti-

dak lagi berfungsi sebagai alat

ukur baik dan buruk sebuah tin-

dakan. Masyarakat lebih memi-

lih tenggelam dalam kebiasaan

yang tidak bermoral. Moralitas

remaja Indonesia perlahan tapi

pasti akan terus merosot dan kelak

sampai pada puncaknya. Ini tentu tidak

bisa dibiarkan begitu saja. 

Lantas kebobrokan ini tanggung

jawab siapa? Pemerintah sebagai ins-

tansi yang melegitimasi KHI sebagai

dasar hukum nikah hamil jelas harus

bertanggung jawab atas meluasnya

fenomena nikah hamil. KHI sebagai

dasar hukum juga harus segera direvisi

agar dampak negatifnya tidak menjadi

biasa di kalangan masyarakat. Selain

itu, instansi yudikatif memberikan dis-

pensasi harus selektif, agar dispensasi

tidak menjadi pedang bermata dua.

Karena ‘kebijakan’ ini sejatinya mem-

berikan jalan ke luar sesaat. Sekaligus

ancaman jangka panjang bagi moralitas

remaja Indonesia.  ❑-d

*) Dr Binarsa SAg MA adalah

peneliti di bidang keagamaan, Dosen

Agama Islam di Universitas PGRI

Yogyakarta

Horor Sosial di Sekitar Kita

Binarsa

KPU tetapkan kampanye rapat umum

dibagi menjadi 3 zona.

--Stop benturan fisik, tapi perang di

medsos marak.

***

Kaesang lakukan pertemuan tertutup

dengan Sultan HB X.

--Namanya tertutup, masyarakat

tak tahu isinya.

***

Pemerintah perpanjang bantuan beras

hingga Juni 2024.

-- Selalu saja dikaitkan dengan poli-

tik.

Kawin Hamil dan Tanggung Jawab Negara

AWAL tahun 2024 ini berita menye-

sakkan hati menyebar di berbagai me-

dia massa. Bukan soal debat cawapres

yang hiruk-pikuk. Namun, rentetan ak-

si amoral oknum pendidik moral dan

spiritual kepada murid. Kejadian yang

berulang seakan hanya peristiwa biasa

yang bisa segera dilupakan. Padahal

risikonya berat, bukan hanya bagi kor-

ban dan keluarganya, tapi juga masa

depan generasi kita.

Bagaimana tidak? Headline harian ini

(KR, 10/01) seakan menyentak sanubari

pembaca : belasan murid SD jadi kor-

ban pelecehan. Pelakunya guru seko-

lah. Sebelumnya diwartakan, penga-

suh salah satu panti asuhan di

Kulonprogo melakukan percabulan

atas anak asuh yang seharusnya ia

lindungi. Di Pamekasan seorang us-

tadz tega memerkosa anak asuhnya

yang berusia 11 tahun, juga  di panti

asuhan. Di Batang seorang pengasuh

pondok pesantren mencabuli belasan

santriwati yang lugu. Di Wonogiri, se-

orang ayah memerkosa dua anak

tirinya. Salah satu di antaranya

hamil dan keguguran. 

Data tentang tindakan amoral seje-

nis sudah menumpuk di hadapan kita

sehingga tidak perlu direntang di sini.

Begitu juga analisis soal aksi nirke-

manusiaan itu sudah disajikan dalam

serial diskusi di ruang publik. 

Horor Sosial

Pemahaman umum perlu diperluas

dengan menempatkan horor sosial seba-

gai situasi yang memudahkan serial pe-

ristiwa kelam itu. Istilah horor sosial

menggambarkan situasi ruang sosial ki-

ta yang tidak lagi memberikan rasa

aman dan nyaman, terutama kepada

anak-anak. Alih-alih  menjadi tempat

berteduh, bertumbuh dan menye-

nangkan, ruang hidup bersama kita

dipenuhi oleh ragam ancaman kekeras-

an seksual terhadap anak-anak. Ruang

itu dikelilingi oleh predator seksual.

Horor sosial tampil dalam bentuk dan

geliat yang tak kentara. Dari berbagai

laporan resmi dan berita di media mas-

sa, gambaran horor sosial yang terkait

dengan kekerasan seksual pada anak

dapat dipetakan. Pertama, pelaku keke-

rasan menciptakan situasi untuk mem-

berikan kenyamanan palsu bagi korban.

Bentuknya antara lain dengan iming-

iming uang, barang, ilmu atau

makanan favorit korban. Kedua, dilan-

dasi Kepercayaan korban pada pelaku,

pelaku mencari tempat dan waktu yang

membuat korban tanpa curiga. Rumah,

ruang olah raga, ruang sekolah dan

lingkungan ibadah yang dikesankan

masyarakat sangat aman bagi anak se-

ring menjadi tempat kekerasan itu ter-

jadi. Ketiga, intimidasi dan penyebaran

rasa malu, pelaku sehingga korban

terkondisi untuk mendiamkan peristi-

wa kelam itu.

Horor itu sering terencana, mengela-

bui atau berlindung di balik otoritas

sosial sehingga anak-anak tidak mudah

menyadari apalagi menghindarinya. Ia

tampil nyata menindas warga dan oleh

warga yang punya otoritas dengan me-

manfaatkan situasi ketimpangan relasi

antar warga (Reynolds, 2022). Anak-

anak diposisikan secara kultural seba-

gai pihak yang berkedudukan lemah da-

lam masyarakat dan keluarga. Posisi

itu mengharuskan mereka dilindungi

secara optimal. Jadi, jika anak dima-

sukan ke sekolah, kursus-kursus, lem-

baga pendidikan agama, klub seni dan

olah raga, bepergian ke luar kota atau

ditinggal bersama salah seorang orang

tua di rumah, maka di situlah situasi

kekuasaan yang timpang terjadi. 

Dimanipulasi

Horor sosial berkait dengan kebiasa-

an masyarakat. Budaya kita meneri-

ma sepenuhnya bahwa orang tua, gu-

ru, pengajar agama, tetangga, pelatih

olah raga, bahkan kepala desa sudah

dimeteraikan sebagai orang baik dan

teladan. 

Di tengah horor sosial itulah petaka

bisa muncul. Oleh pemilik simbol

tersebut, nilai positif tadi dimanipu-

lasi untuk mencari keuntungan priba-

di sekaligus menciptakan kekerasan

seksual terhadap anak-anak. Ruang

kelas, panti asuhan, pojok ruang olah

raga tertutup bahkan kamar tidur

keluarga berubah dari tempat yang

nyaman dan menyenangkan menjadi

ruang kelam dan penderitaan. Dan

orang yang sebelumnya dipuja sebagai

pelindung oleh anak lalu berubah

menjadi monster.  ❑-d

*) Prof Dr Janianton Damanik,

Ketua Prodi Doktor Pembangunan

Sosial dan Kesejahteraan (PSdK)

Fisipol UGM.

Oleh Janianton DamanikTeror Jelang Hari Pencoblosan
MEWUJUDKAN Pemilu

damai dan berkeadilan bukan

hanya menjadi tanggung jawab

KPU semata, namun juga

stakeholder dan masyarakat

pada umumnya. Pelbagai ben-

tuk pengancaman, intimidasi,

teror dan pemaksaan kehen-

dak untuk memilih calon terten-

tu, sangatlah bertentangan de-

ngan prinsip-prinsip demokrasi

yang sedang coba kita

tegakkan dalam pesta

demokrasi Pemilu 2024.

Kita mengapresiasi langkah

cepat Polri menangkap pelaku

pengancaman terhadap capres

nomor urut 1 Anies Baswedan.

Terungkap, pelaku yang akan

mengancam menembak Anies

adalah pemilik akun TikTok

@calonistri71600 berinisial

AWK, umur 23 tahun. Ia di-

tangkap Tim Siber Polda Jawa

Timur dan Bareskrim Polri di

wilayah Jember (KR 14/1). Atas

tindakannya itu pelaku diancam

Pasal 27 UU ITE dengan pi-

dana 4 tahun penjara.

Adakah orang atau pihak di

balik AWK ? Sejauh ini,

berdasar penyelidikan polisi,

AWK tidak terafiliasi dengan

partai manapun. Lantas, meng-

apa ia melakukan penganca-

man terhadap Anies ? Inilah

yang sedang dikembangkan

polisi. Polisi tetap berkewajiban

untuk mengungkap motif di ba-

lik tindakan AWK mengancam

menembak Anies.

Tentu persoalannya bukan

pada siapa yang diancam

ditembak, melainkan lebih pada

hak setiap orang untuk menda-

patkan rasa aman. Siapapun

yang mendapat pengancaman,

teror dan sebagainya harus

dilindungi negara. Polisi adalah

representasi alat negara yang

berkewajiban melindungi rak-

yat. Namun, karena yang dian-

cam adalah capres, maka

gaungnya lebih kuat dan viral di

media.

Penanganan yang cepat dari

Polri dalam menangani kasus

ini banyak mendapat apresiasi

dari pelbagai kalangan. Apalagi

kasus itu terjadi di tengah kritik

tajam terhadap netralitas Polri.

Penangkapan pelaku teror ter-

hadap capres Anies menjadi

momentum bagi Polri untuk

menjawab keraguan masyara-

kat menyangkut netralitasnya.

Tentu kita juga memberi apresi-

asi kepada masyarakat yang

membantu Polri sehingga

berhasil menangkap pelaku

pengancaman terhadap Anies.

Adakah skenario di balik itu

semua ? Sebaiknya kita tak

berspekulasi, melainkan lebih

fokus pada penegakan hukum.

Ancaman pidana empat tahun

penjara terhadap pelaku pen-

gancaman penembakan

bukanlah kategori ringan, mes-

ki boleh jadi tindakan pengan-

caman itu hanya sekadar main-

main. Sejauh ini dalam

pengumpulan barang bukti,

polisi tak menemukan senjata

di rumah pelaku, sehingga

dimungkinkan AWK hanya

ingin menebar teror untuk

menimbulkan ketakutan.

Meski begitu, hemat kita, an-

caman sekecil apapun tak

boleh ditoleransi. Bagaimana

bila ancaman itu benar-benar

diwujudkan ? Untuk itu, kita

mendukung langkah cepat Polri

merespons ancaman penem-

bakan terhadap Anies. Tentu ja-

minan keamanan tak hanya di-

tujukan kepada Anies saja, tapi

juga capres maupun cawapres

lain, termasuk timses, pen-

dukung, dan seluruh elemen

masyarakat. 

Kita memaklumi dinamika

politik menuju 14 Februari 2024

saat pencoblosan sangat di-

namis. KPU, Bawaslu, serta

aparat penegak hukum tentu

sudah memetakan wilayah

rawan, termasuk di DIY. Kita

ingin pesta demokrasi ini tidak

tercederai oleh kecurangan,

perilaku tidak terpuji, hingga

berbagai teror yang mengu-

rangi makna demokrasi itu

sendiri. Pemilu yang damai, lu-

ber dan jurdil adalah kenis-

cayaan menuju demokrasi

yang bermartabat.  ❑-d
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Jempol untuk Penertiban Knalpot Brong
PEMBERITAAN media di-

adakannya penertiban knalpot

brong, benar-benar sangat

melegakan. Dan semoga pe-

nertiban tidak tebang pilih dan

berlaku bagi pendukung siapa

saja dan dari partai mana saja.

Artinya siapa saja yang meng-

gunakan sepeda motor dengan

knalpot brong, harus ditindak

tegas. 

Kampanye terbuka segera

digelar. Pahami bila demokrasi

kita bukan demokrasi brong-

brong. Puluhan tahun masa ki-

ta tidak berubah ke arah yang

lebih baik dan berkemajuan.

Alangkah memalukan setiap

pemilu kita diganggu kebisin-

gan knalpot brong. Dan lagi,

kegiatan ini jelas melanggar

undang-undang lalulintas.

Selain itu juga membuat polusi

udara dan polusi suara yang

sangat menjengkelkan. Dan ini

sangat mengganggu

Kesehatan. Bayangkan yang

berpenyakit jantung, bisa

makin jantungan mendengar

suara gerungan tersebut.

Tapi di balik semua itu, mere-

ka yang menggunakan knalpot

brong adalah para pengecut.

Buktinya? Mereka menyumpal

telinga mereka selama beraksi.

Namun membiarkan orang lain

terdampak dengan apa yang

dilakukan. Sungguh sangat

mengganggu. Karenanya

angkat jempol buat penin-

dakan knalpot brong. Tetap

lakukan penindakan dengan

baik, bukan menindak dengan

kekerasan.  ❑-d

*) Pur MM, Sidoarum

Godean Sleman


